KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPK AN
PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PA DA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana
No. 21 1/Pid. B/ 2008/ PN.PDG)

SKRIPSI

Digjukan Guine Memenuhi Sebagian Persyaratan Untik Memperalel Gelar Savfana

Hukern

Olel

RESTI FITRIA
BFP : 15140288

Program Kekhususan Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM N fspusranity
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

NO. REG: 2998/PK TV/AO1/2010



KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENERAPK AN
PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK

FIDANA KORUPSI
iStuili foasus Terhadap Putosan Haking Dalam Perkara Pidana No. 211Pid BO2HS PN _PDG)

(Resti Fitria, D5140288, Skreipsi, Fnkultas Hubkuns Universitas Andalas, 2000, 54 holaman)
ABRBSTRAK

Korupst merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak negatif bagi pemerintah dan
masyarakat secara luas. Oleh karena o korupsi digolongkan sebagai extraordingy
crime.  Pemberamtasan  korupsi pun  dilakvkan dengan  evercordinary  fnvimoment,
Pencrapan ektraordinary instrument pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-undang Nomar 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{selanjutnya disingkat dengan UUP-TPE) terlihat dengan dikeluarkannya peraturan yang
progersif, diantaranya peradilan in absentia, adanya badan khusus yaitw KPE, sanksi
pidena komulasi, vang pengganti serta sanksi pidana minimuem kKhuses. Muncunya
anacaman pidans minimuem khusus dikarenakan adanva disparitas pidana. Dengan adanya
sansl pidana minimum khusus yeng dirumuskan secara tepas maka pulusan hakim tidak
boleh menjalubkan putusan di bawah pidana paling rendak. Dalam menjatehkan suaty
putusan pidana hakim harus melakukan penafisran otestik, Berdasarkan atas uralan vang
telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini
adalah #) Apa pertimbangan hzkim dalam puotusan Noo 21 1PRlLB2008/PN.PDG, b
Apakab putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum khwsus dapat dibenarkan.
Penelitan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, Oleh karena itu
data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepusiakaan.
Analisis data dilakukan secara kualitalif yaitu dengan cara mendeskripsikan data vang
diperoleh dalam bentuk penjelasan dan vraian kalimat-kalimat. Sectelah data di analisis,
dilanjutkan dengan menarik kesimpulan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebul
dapat digjukan sarap-saran. Berdasarkan penclitian dan pembahasan vang dilakukan
didapat kesimpulan sebapai berikut: 1) Pengaturan sistem minimum khusus dalam UUP-
TP dizlur secara tegas, 2) Dampak positif atae keuntungan vang diperaleh dar
penerszpan sistem mintmuwm khusus vang paling utama adalah dapat mengurang alau
memimmalisir adanya disparitas pidana, 3 Sistem minimuen khusus dalam perundang-
unitangan pidana khusus merupakan salah satu pembaharoan dalam hukom pidana, dalam
hal penggunaan sistem minimum khosus vang menginginkan pemidenazn vang tidak di
oawah standar merupakan faktor pencesah alav preventif bagi sescorang vang akan
melakukan tindak pidana, karena mereka akan berfikir ulang mengingat sanksi vang tidak
rendah dan sudah dapat diketshui sanksi pidana vang akan dihadapi (paling rendah) jika
akan mefakukan sualu tindak pidana. Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran-
zaran sebagm benkul; Pencrapan sistem minimum khusus dalam perundenp-undangan
pidana khusus, hendaknya disertai dengan pedoman pemidanaan, dengan kriteria vang
lebih jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan masalab dalam penerapannyva,
terutama vang berkaitan dengan hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.



BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Korupsi merupakan salah sawn bentuk dari kejahatan vane digolongkan
kedalam extraardinary crime. Hal ini dikarenakan lindak pidana kerupsi di Indonesia
sudah sangal meluas, perkembangannya terus meningkat dari talun ke tahun, boik
jumlaby kasus, kerugian keuangan negara mavpun modus operandinva, dilakukan
secerd sistematis dan lingkupnya sedab merambah keseluruh  sendi Lehidupan
masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perckonomian nesara,
letapl juga pelangparan terhadap hak-nak sosial dan ckonomi masyarakatl secara luas,
schingga di golongkan scbagai exiraordingry erine’.

Pemberantasan  korupsi di Indonesia sangar pencar dilakukan. hal ini
dilakukan oleh pemerintah karena korupsi menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat  Indonesia.  Korupsi  menychabkan  kergian kevangan  negara,
pengangguran, kemiskinan, serta pelanggaran hak sosisl dan ekonomi masvarakat,

Upaya pemberantasan korupsi Indonesia sudah menampakkan hasil, walau

slum memuaskan, Pada tahun 2005, [ndonesia merupakan salah satu negara terkorup
se-Asta. Namun, peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi ([FR) pada 2003
mendudukl peringkat 126 «an 180 negara. Skor ini mengalami kenaikan 0.3 dar skor

2,3 (2007) dan peringkatnya 143 (2007) menjadi 2.6 (2008). Naiknya peringkat

" Basrel Arief, 2006, Korupsd dan Upare Peregaken fhukum. Jakana: Adiks Remaps Indonesia,
flm. 35,



[ndanesia cukup signifikan jika dicerminkan dengan penindakan kompsi di tahun
2007 dimana Indonesia menduduki peringkal dus Asia sebagai negara terkorup’
Dengan digolongkennya  korupsi schagai  extroordinary  crime, maka
pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara vang Tuar biasa pula. Dengan
menggunakan eviracrdinary fnstroment” Penerapan instrumen hukum vang loar
biasa terlihat dari dikelusrkannya berbagai peraturan-peraturan vang progresif yang
terdapat dalam Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang ™o, 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {vang selanjutnya di
singkat dengan UUP-TPK), dianfaranva;
1. Delik korupsi secara formil, vang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 UU P2TPE.
rumusan delik formil dapat diketahoi dalam frasa “wapat merngikon

bewangan negara atai perekonomian negara .

b

Peradilan in absentia;

3. Pidona uang pengganti;

4. Pulana minimum khuses:

3. sistem pembalikan beban pembukrian;

6, Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kerupsi.

Secara  keseluruhan  instrumen  hukum di atas i punakan  untuk
mempercepat  pemberaniasan korupsi, serta untuk  meningkatkan efektifitas

kerjasama  antar institusi penegak  hukum  dalam  rangka  mempercepat

:_.L.M'-'r"-‘-"-'-' soogle.com “Kadersst Korwptor Didaierdn ™ 24 Februasi 2009

" Elwer Damil, 2002, Kedldak Berdmvoan Hkom Dalaw Persberavtasan Tindak Piduwom Faripn
Makalah: Lokakasya Regional Anc BEN Wilavah Sumaetern : Fakulizs Hukum Universitas Andalas, hlm.
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pemberantasan tindak pidana korupsi vang terkais dengan penepskan bukom dan

pengembalian keuanaan negara akibat tindak pidanza korupsi.

Di dalam UUP-TPK merumuskan 30 (tiga puluh) bentuk perbuatan yang

bisa dikenzkan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh tindak pilana koropsi

tersehul dikelompokkan sebagai herikut;

L

I

Lia

L
v

o

Kerugian keoangan negara, lerdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3:
Suap-menyuap, lerdapat pada Pasal 5 avat {1) huruf 2. Pasal 5
ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (23, Pasal 12 horul a,
Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 avat (1) huruf a, Pasal & ayal
(1} huref b, Pasal & ayat (2), Pasal 12 borof ¢, Pasal 12 huraf o
Penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10 hwut 2, Pasal 10 hurof b, Pasal 10 huruf e

Pemerasan, terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal [2 huruf i,
Fasal 12 huruf h:

Perbuatan curzng, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) hunf o
Pasal 7 ayat (1) hurof b, Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, Pasal 7 ayat
(1) buruFd, Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf b

Benturan kepentingan dengan pengadaan, terdapat dalam Pasal
[ 2 huruf'i;

Gratifikasi, terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C,

selain tindak pidana diatas, diatur juga tentang Lndak pidena lain yvang

berkaitan dengan tindak pidana korapsi. Tindak pidana tersebut lerdapat pada

Lid



Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab II UUP-TPE. Jenis tindak pidana korups: vang
berkaitan  dengan  tindak  pidane korupsi terdin dad; merintang  proses
pemenksuen perkara korupsi pada Pasal 21, Gdak member keterangan atau
memberi keterangan yang tidak benar pada Pasal 22 jo. Pasal 28, bank vang tidak
memberikan keterangan rekening tersangka pada Pasal 22 jo. Pasal 29, saksi atau
ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu pada Pasal 22
jo. Pasal 33, orang yang memegang rahasia jahatan tidak memberikan keteranpan
atau memberi keterangan palsu pada Pasal 22 jo. Pasal 36, saksi vang membuka
identitas pelapor pada Pasal 24 jo. Pasal 31,
sebagaimana fenomena yang legedi di Kejoksaan Tingpei Sumatera Barat
batwwa telah lerjadi pelanggaran terhadap Pasal 21 UUP-TPK, Bahwa pasal
tersebul di dakwakan kepada seorang advekat vang bermama Manztap Ambarita
SH, dimana ia menghambat penyidikan jaksa terhadap kliennya vang tersanpgka
dalam sebuah kasus korupsi pada Dinas Pekegjasn Umum Kabupaten Kepulauan
Mentawai™.
Rumusan dant Pasal 21 UUP-TPK adalah :
seliap orang vang dengan sengaja mencegah, merntangi  atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penvidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap tersangka dan terdskwa
ataupun para saksi dalam perkara korpsi, di pidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 {liga) tahun paling lama 12 {dus belas) tahun dan atzu denda
paling sedikit Rp. 150.000.000,00 {seratus lima puluh juta rupiah) dzn paling
banyak Rp. 600.000.000,00 {enam ratus juta ruptah).

Bertolak dari kotipan Pasal 21 UUP-TPK  terdapat perzturzn vang

progresif yaitu adanya prinsip pidana minimum  khusus, Tetapl praktek

! waw . sosyle.com, Harian Podang Ekspres, "Peapacarg Kovupsd I Fohan Jadia ™ 3 Az=11 2008,
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memperlihatkan bahwa putusan hakim Pengadilan Megert dalam perkara ini
memvonis terdakwa desgan pidana penjara | tahun 8 bulan penjarz”. Hal ini Jauh
di bawah pidana minimum khusus yang ditetapkan dalam UL P-TPE watltu pidana
penjara paling singkat 3 tahun, scsuai Pasal 21 UU P-TPE,

Dari wraian i atas. penulis melakukan studi kasus terhadap perkara
tersebut. Adapun judul studi kesus hukum tersebut adalsh @ Kajian Yuridis
Terhadap Putusan Hakim Yang Menerapkan Pidana Di Bawah Ancaman
Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi. (Studi Kasus
Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pil:l:mg Mo,

ZLPILB200R/PN.PDG)

B. Perumusan Masalah
Sebagaimana later belzkang vang telah divesikan diatas, maka penulis
merumuskan perumusan masalah vang akan diangkat dalam penulisan penelitian int,
yakni
. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Mo, 2| 1/Pid. B/200&/PN,.PDG?

2. Apokah putusan hzkim dibawah pidana minimem khusus dapal dibenarkan?

. Tujuan Penelitian
I Untuk  mengetahui  pertimbangan hakim  dalam putusan No.

211/Pd. B8N PDG.

. wiw i pagalecom leniy Sdinz Maweish ducharita Jakss Nial PN Error in Firidic” 36

Agustus 2008



i,

i.

BABIV
FENUTUP

Kesimpulan

Dari kajian hukum permasalahan diatas, dapat ditarik Lesimpulan:
Hakim pengadilan negeri memutus perkara atas nama terdakwa Manatah
Ambarita, SH terbukli bersalah melakukan tindak pidana yang didatwvakan
kepadanya eleh JPU, tepatnya Pasal 21 UUP-TPK schagal dakwaan tunggal.
Dengan pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian di pengadilan dan fakta-
fakta hukum yang ada Hakim menjatubkan vonis kepada terdakwa dengan
pidan penjara | tahun 6 bulan, dan denda Rp. 100,000.000,00.
bahwa putusan hakim dalam perkara No. 211/Pid. B/2008/PN.PDG tidak dapat
dibenarkan, Karena didalam Pasal 21 UUP-TPK ancaman pidana minimum
khusus dirumuskan secara tegas, adanya yur sprudensi yang menegaszkan bahwa
pidana minimum khusus tidak dapat dibenarkan, mengingat karakter delik-delik
vang dapat ditentukan dalam pidana minimum khusus adalab delik-delik vang
dipandang sangat mervgikan, membzhavakan atau meresshkan masvatakat,
delik-delik vany dikvalifisir atau diperberat oleh akibatnya. Dengan adanva
putusan pengadilan dibawah ancaman pidana minimum khusus maka tujLn
pemidanaan tidak akan tercapal. Bahwa Indonesia helum mempunyai sistem
pemidanaan yang  bersifat nasional yang di dalamnya mencakup pola

pemidanaan dun pedoman pemidanaan,

S
id
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